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NAMA : METHODIUS KOSSAY
PROGRAM STUDI : 1IMU HUKUM
ABSTRACT

Election nokens system that was born in the mountainous region of Papua is
one of the works of indigenous culture and local wisdom that developed at
this time. Especially when it comes momnetum public elections in the
Highlands of Papua using a system of equivalent nokens the voice box.
Nokens system is an electoral system that the user uses the noken hung on
one of the wood and used as a substitute for sound box. Although technical
and election procedures noken system different from the procedures in
election management in general, but still indigenous peoples hold elections
by the system because of their nokens system is fair and honest because it is
the result of collective deliberation.

The purpose of this paper is divided into two: The first goal is to determine
and analyze the application of the system of the noken in the general
election in Jayawijaya Papua Province and the second goal is to determine
and analyze the conformity between nokens system with the principles of
the organization of general elections in Indonesia. This type of writing using
normative legal writing that focuses on positive law and customary law,
while the nature of the writing is descriptive analysis is to find a data
problem then the data will be analyzed with normative juridical approach
that adapts to the object of study with positive law.

The results of this study showed that the application of the nokens in
election administration system in Jayawijaya done in two ways, namely by
way of big man and nokens hanging. Bigman system is done by all voting
submitted to the traditional leaders or chiefs while hanging or nokens
suspension system is that people come in person to the place of polling, see
and enter ballots for party bag which had previously been agreed. Both
systems are fair in their favor in accordance with the beliefs and customs of
the people in the district of Jayawijaya Papua. Correspondence between
nokens system with the principles of election there are two systems in the
implementation, the system of big man and nokens system hanging or
fastening system. Big man system in accordance with the principles of the
election is a general principle, while the principle that does not fit is the
principle of direct, free and secret. Then the nokens system hanging or
fastening system in accordance with the principles are the principles of
direct elections, public and free, while the principle that does not fit is the
secret principle.
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V.

PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki orde reformasi sejak tahun 1998 hingga era
reformasi diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi
maupun Kabupaten/kota di seluruh tanah Papua melalui Komisi
Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan
Perakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten (DPRD), Presiden
dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati
dan Wakil Bupati, untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan
hati nuraninya masing-masing. Dalam proses pemilihan umum DPR,
DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil
Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Pegunungan
Tengah dalam pemilihan umum, KPU Provinsi maupun
Kabupaten/kota menggunakan peraturan perundang-undangan dalam
penyelenggaraan pemilihan umum untuk semua tahapan. Dalam
Peraturan perUndang-Undangan tersebut tidak diatur mengenai
penggunaan “sistem noken’ dalam pemilihan umum di Provinsi Papua
khususnya di wilayah pegunungan tengah di Provinsi Papua.

Sistem noken adalah sistem pemilihan umum vyang
penggunaannya menggunakan noken yang digantungkan pada salah

satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken



ini bertumpu pada “Big Man” atau kepala suku/ketua suku. Seorang
big man tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan
aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin
ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannyapun bukan diperoleh dari
keturunan, tapi karena pengaruh, Kkarisma, dan warna
kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak
dan kewajiban dikalangan big man dan warganya. Big man
bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya
seperti makan, dan kesehatan, namun sebaliknya warga harus loyal
dengan apapun keputusan big man. Sistem politik big man di Papua
sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun

Penerapan sistem noken dalam pemilihan umum dengan sistem
big man terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD,
Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun
Bupati dan Wakil Bupati. Pemilu ini merupakan simbol demokrasi
yang menghendaki. “One man, one vote’dan one value” dengan asas
langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). Jika sistem ini
diterapkan maka big man akan kehilangan power-nya untuk
mengendalikan sukunya karena setiap warga bebas mengambil
keputusan sendiri untuk menentukan pilihannya. “Ketidak-kompakan”
ini selain akan dapat menimbulkan konflik antar warga suku, juga
akan membuat big man merasa kewenangannya untuk mengambil

keputusan yang mengikat sukunya menjadi hilang, karena loyalitas



warganya telah memudar. Ini juga akan dapat membuat sistem
kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas.
Sistem noken merupakan tradisi masyarakat adat Papua di
wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada apa yang di
lapangan, bahwa seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD,
Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun
Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah
dilaksanakan menggunakan noken. Beberapa kabupaten yang
menggunakan noken dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD,
Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun
Bupati dan Wakil Bupati, sejak tahun 2004 hingga sekarang adalah
Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo
Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga,
Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten-Kabupaten ini boleh dinamakan
dengan “ Komunitas sistem noken”. Komunitas sistem noken adalah
komunitas folklor yang memiliki komunalisme kolektif dan adat
istiadatnya, seperti misalnya memiliki bentuk noken yang sama, secara
geografis tinggal di pegunungan, lembah-lembah dan pedalaman
dengan ketinggian rata-rata 3500 kaki di atas permukaan laut.
Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014
menampilkan dua pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa sebagai
pasangan nomor urut 1 dan Jokowi-JK sebagai Pasangan nomor urut

dua (2), di beberapa wilayah kabupaten pegunungan tengah di Papua



VI.

menggunakan noken sebagai kotak suara dalam pemilihan umum
tersebut. Ini menjadi salah satu sengketa terhadap gugatan hasil
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah
Konstitusi yang di ajukan oleh pasangan nomor urut satu (1) yaitu

Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

B. Rumusan Masalah
a. Bagaimana Sisten Noken diterapkan dalam Penyelenggaraan
Pemilu di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ?
b.  Apakah Sistem Noken dalam Pemilu di Indonesia, sesuai

dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu ?

ISI MAKALAH
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Halaman Pengantar
Abstract

Daftar Isi

Surat Pernyataan Keaslian



VII. BAB | : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan
Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB Il : PEMILU SISTEM NOKEN DALAM DEMOKRASI

INDONESIA
Dalam Bab Il ini penulisan mengawali dengan Tinjauan umum
mengenai kajian terhadap penerapan sistem noken dalam masyarakat
adat ( pengertian noken dalam masyarakat adat, noken dalam berbagai
suku bangsa di wilayah pegunungan Papua, nilai dan simbol noken
bagi masyarakat pegunungan Papua, fungsi dan manfaat noken, nilai
noken dalam hukum adat untuk memilih Pemimpin, perkembangan
penerapan sistem noken dalam masyarakat adat), penerapan sistem
noken dalam pemilu ( gambaran umum mengenai penyelenggara
pemilu, pemilu sistem noken, pemilu sistem noken Papua, sistem
noken dan big man), dan kesesuaian sistem noken dengan asas-asas
penyelenggara pemilu (noken dalam kedudukan hukum,tinjauan
sosial-antropologis tentang masyarakat adat, kesesuaian sistem noken
dengan asas-asas pemilu).

BAB Il : PENUTUP
Dalam Bab Il berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari

rumusan masalah dan juga berisi saran dari penulis.



VIII.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan

Penerapan Sistem noken dalam penyelenggaraan pemilu di
Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua menggunakan dua sistem dalam
pemilihan umum yaitu sistem big man dan sistem gantung atau noken
gantung. Sistem big man dilakukan dengan cara semua pemberian
suara diserahkan kepada ketua adat atau kepala suku sedangkan sistem
gantung atau noken gantung yaitu bahwa masyarakat datang sendiri
ketempat TPS, melihat dan memasukan surat suara ke kantong partai
yang sebelumnya sudah disepakati. Kedua sistem ini adil menurut
kehendak mereka yang sesuai dengan kepercayaan dan adat-istiadat
masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

Sistem noken dalam sistem big man dan sistem gantung atau
sistem ikat menurut hukum adat merupakan akomodasi dalam
bermusyarawah dan mufakat, yang berdasarkan pada nilai-nila adat
dan kearifan lokal dalam budaya masyarakat adat di wilaya
pegunungan Papua. Proses musyawarah mufakat ini yang ditafsirkan
sebagai demokrasi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan

Papua. Kedua sistem ini diletakan dengan penyelenggaraan pemilu di



Indonesia bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung,
umum, bebas dan rahasia (LUBER). Sistem big man yang
bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung dan rahasia.
Asas langsung dalam sistem big man yang dimaksud adalah bahwa
sistem big man tidak memberikan kebebasan kepada setiap
masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung melainkan
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang kepala suku
untuk mewakili suaranya dalam mencoblos surat suara di TPS atas
kesepakatan bersama. Sedangkan asas rahasia adalah siapapun yang
dipilih oleh pemilih adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, tetapi
dalam sistem big man tidak mengenal asas rahasia karena masyarakat
adat dalam memilih pemimpin harus secara terbuka dan transparan,
tidak ada kerahasiaan dalam memilih pemimpin karena untuk
kepentingan bersama.

Demikian halnya juga dengan sistem gantung atau noken
gantung. Sistem noken gantung bertentangan juga dengan asas-asas
dalam pemilu yaitu asas rahasia. Asas rahasia yang dimaksudkan
dalam sistem gantung adalah bahwa siapapun yang di pilih oleh
pemilih adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, tetapi dalam sistem
noken gantung semua pemilih datang bersama dan menyaksikan serta
melihat untuk memasukan surat suara yang dicoblos di noken yang

sudah digantungkan sesuai kesepakatan.



Saran

Untuk kedepannya supaya dapat dilaksanakan dengan baik

dalam pemilihan umum di kabupaten pegunungan Papua maka

beberapa saran perlu sampaikan dibawah ini:

1.

Diharapkan kepada DPR Pusat, dan DPRD serta pemerintah
provinsi Papua dapat melegalkan pemilu sitem noken bagi
komunitas pemilu sistem noken. Terutama dalam suatu
rancangan perUndang-Undang (RUU) atau Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Papua, dapat dimasukan
dan dibahas dalam salah satu bab atau pasal tentang pemilu
sistem noken.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi
diskusi yang serius dan mendalam guna menemukan pola yang
luhur dalam praktek penggunaan noken dalam pemilu.
Diharapkan kepada lembaga masyarakat adat atau lembaga
swadaya masyarakat (LSM) terutama yang peduli pada
pembinaan dan pengembangan budaya lokal lebih giat lagi
melakukan sosialisasi tentang sistem noken dalam pemilihan
umum kepada masyarakat.

Diharapkan kepada penyelenggara pemilu di tingkat Pusat
(KPU) untuk memberikan formulasi tentang petunjuk teknis
JUKNIS dalam sebuah Produk PKPU yang lebih tegas, elamen

dan aktif dalam rangka pendekatan kepada kelompok



masyarakat yang hendak menggunakan noken dalam proses
pemilu agar tidak lagi terjadi salah tafsir dan perilaku overlaping

yang bisa memakan korban jiwa.
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